
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2015 PENGESAHAN. Agreement. Asosiasi Bangsa-Bangsa
Asia Tenggara. Republik Rakyat Tiongkok.
Penyelesaian Sengketa. Kerja Sama Ekonomi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF
THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-

OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN PERSETUJUAN
KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH
ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK

RAKYAT TIONGKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Vientiane, Laos pada tanggal 29 November
2004, Pemerintah Republik Indonesia telah
menandatangani Agreement on Dispute Settlement
Mechanism of the Framework Agreement on
Comprehensive Economic Co-operation between the
Association of Southeast Asian Nations and the People’s
Republic of China (Persetujuan tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi
Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia
Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok), sebagai hasil
perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah
Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia
Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok;
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b. bahwa Persetujuan dimaksudkan untuk menetapkan
prosedur penyelesaian sengketa dan mekanisme formal
untuk Persetujuan Kerangka Kerja dan Perjanjian-
perjanjian di bawahnya agar tercapai keseragaman
dalam penanganan sengketa diantara Negara-negara
Pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan
Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang
Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive
Economic Co-operation between the Association of
Southeast Asian Nations and the People’s Republic of
China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja
Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-
bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 50);

4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Agreement on Trade in Goods of the
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-
operation between the Association of Southeast Asian
Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan
Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja
mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara
Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik
Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM OF
THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE
ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION
OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TENTANG
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MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA
SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI
BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK).

Pasal 1

Mengesahkan Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the
Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between
the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of
China (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa
berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi
Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik
Rakyat Tiongkok), yang telah ditandatangani pada tanggal 29 November
2004 di Vientiane, Laos, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan
Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam
Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku
adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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NASKAH PENJELASAN

PENGESAHAN

AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM

OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE

ECONOMIC CO-OPERATION

BETWEEN

THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS

AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

(PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

BERDASARKAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA

MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH

ANTARA

ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA

DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between
the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of
China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi
Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik
Rakyat China) ditandatangani pada tanggal 4 November 2002 di Phnom
Penh, Kamboja.

Persetujuan tersebut merupakan landasan awal antara ASEAN dan China
yang bertujuan untuk menciptakan kerja sama ekonomi antara kedua
pihak dan membangun mekanisme penting untuk penguatan dan
pengembangan stabilitas ekonomi di kawasan, serta memperhatikan
peranan dan kontribusi penting para pelaku usaha dalam meningkatkan
perdagangan dan investasi antara para pihak.

Memperhatikan hal tersebut dan semakin meningkatnya kontribusi dan
keterlibatan para pelaku usaha, maka ASEAN dan Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) sepakat untuk mengatur mekanisme penyelesaian
sengketa dalam suatu perjanjian tersendiri untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa yang timbul diantara para Pihak terkait pelaksanaan
Persetujuan Kerangka Kerja.

Untuk itu, para Pihak sepakat dan telah menandatangani Agreement on
Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement between the
Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China
(Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan
Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh
antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat
Tiongkok) selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan DSM”, yang
ditandatangani di Vientiane, Laos, tanggal 29 November 2004.

Persetujuan DSM dimaksudkan sebagai payung hukum bagi prosedur
penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan Persetujuan Kerangka Kerja
ASEAN-RRT beserta Perjanjian-perjanjian pelaksanaannya agar tercapai
kepastian dan keadilan bagi para Pihak.

Persetujuan DSM akan berlaku untuk setiap kerja sama yang diselesaikan
dibawah kerangka kerja sama ASEAN-RRT, seperti kerja sama di bidang
perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan setiap kerja sama
yang akan diselesaikan kemudian.

Pemberlakuan Persetujuan DSM akan dilakukan melalui dengan
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Peraturan Presiden sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 16 Ayat (3)
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
serta Pasal 22 Persetujuan DSM.

B. TUJUAN PENGESAHAN

Tujuan pengesahan Persetujuan DSM untuk menciptakan dasar hukum
untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan DSM yang
akan memberikan kepastian dan keadilan bagi para Pihak, khususnya
bagi para pelaku usaha di bawah kerja sama ASEAN-RRT yang pada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepastian kerja sama di antara
Para Pihak.

C. POKOK-POKOK ISI PERSETUJUAN

Persetujuan DSM terdiri dari 18 (delapan belas) Pasal dengan rincian
sebagai berikut:

1. Definisi mencakup istilah-istilah yang wajib digunakan dalam
Persetujuan Mekanisme Penyelesaian Sengketa (Pasal 1 huruf a),
diantaranya: "hari" adalah hari-hari kalender, termasuk akhir pekan
dan hari libur (Pasal 1 huruf b). "para pihak pada suatu sengketa",
"para pihak yang sedang bersengketa", atau "para pihak yang
berkepentingan", adalah pihak pemohon dan pihak termohon (Pasal 1
huruf c). “pihak pemohon” adalah setiap pihak atau para pihak yang
meminta konsultasi berdasarkan Pasal 4 (Pasal 1 huruf d). “pihak
termohon” adalah setiap pihak yang dimintakan konsultasi
berdasarkan Pasal 4 (Pasal 1 huruf e).

2. Lingkup dan Cakupan dalam Persetujuan DSM wajib berlaku untuk
sengketa-sengketa yang timbul dalam Persetujuan Kerangka Kerja
yang meliputi Lampiran-lampiran dan isi didalamnya. (Pasal 2 ayat 1).

3. Setiap Pihak wajib menunjuk suatu kantor penghubung yang wajib
bertanggung jawab untuk semua urusan sebagaimana dirujuk dalam
Persetujuan ini. (Pasal 3 huruf a).

4. Setiap Pihak termohon wajib memberikan pertimbangan yang sesuai
dan kesempatan yang memadai untuk konsultasi berkenaan dengan
konsultasi yang diajukan oleh Pihak pemohon. (Pasal 4 ayat 1).

5. Setiap permintaan konsultasi wajib disampaikan secara tertulis, yang
wajib meliputi kebijakan-kebijakan spesifik yang menjadi isu, dan
fakta-fakta dan dasar hukum (termasuk ketentuan-ketentuan dalam
Persetujuan Kerangka Kerja yang diduga telah dilanggar, dan setiap
ketentuan-ketentuan terkait lainnya) dalam keluhannya. (Pasal 4 ayat
2).

6. Dalam melakukan konsiliasi atau mediasi maka Para pihak pada
suatu sengketa dapat setiap saat menyepakati konsiliasi atau mediasi.

www.peraturan.go.id



2015, No.92 24

Konsiliasi atau mediasi dapat dimulai setiap saat dan diakhiri oleh
pihak yang terkait setiap saat. (Pasal 5 ayat 1).

7. Penunjukan Mahkamah Arbitrase dilakukan apabila konsultasi
sebagaimana dirujuk dalam Pasal 4 gagal menyelesaikan suatu
sengketa dalam waktu 60 hari setelah tanggal diterimanya konsultasi
tersebut atau dalam 20 hari setelah tanggal tertentu dalam keadaan
mendesak, termasuk berkenaan dengan barang-barang mudah rusak,
pihak pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada pihak
termohon untuk menunjuk mahkamah arbitrase berdasarkan Pasal
ini (Pasal 6 ayat 1).

8. Ketentuan mengenai Susunan Mahkamah Arbitrase wajib memiliki
tiga anggota (Pasal 7 ayat 1).

9. Fungsi Mahkamah Arbitrase adalah untuk melakukan penilaian yang
obyektif terhadap sengketa didepan sidang, termasuk pemeriksaan
fakta-fakta dari kasus tersebut dan keberlakuan dan kesesuaian
dengan Persetujuan Kerangka Kerja. (Pasal 8 ayat 1).

10. Proses Hukum di Mahkamah Arbitrase wajib bersidang dalam sesi
tertutup. Para pihak yang sedang bersengketa wajib hadir pada
sidang-sidang hanya apabila diundang oleh mahkamah arbitrase
untuk tampil di muka sidang. (Pasal 9 ayat 1).

11. Setiap Pihak yang memiliki suatu kepentingan substansial dalam
suatu sengketa dimuka mahkamah arbitrase dan yang telah
memberitahukan kepentingannya secara tertulis kepada para pihak
dan para pihak lainnya (selanjutnya disebut sebagai "pihak ketiga"),
wajib memiliki kesempatan untuk menyampaikan laporan tertulis
kepada mahkamah. Penyampaian tersebut wajib juga diberikan
kepada para pihak pada suatu sengketa dan dapat dicerminkan dalam
laporan mahkamah arbitrase. (Pasal 10 ayat 1).

12. Mengatur mengenai Penangguhan dan Pengakhiran proses hukum
dimana apabila para pihak yang bersengketa sepakat, mahkamah
arbitrase dapat menangguhkan pekerjaannya setiap saat untuk suatu
jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal kesepakatan
tersebut. Berdasarkan permintaan dari setiap pihak pada suatu
sengketa, proses arbitrase wajib dilanjutkan setelah penangguhan
tersebut. Apabila pekerjaan mahkamah arbitrase telah ditunda selama
lebih dari 12 bulan, otoritas pembentukan mahkamah arbitrase wajib
gugur kecuali para pihak yang terkait menyepakati sebaliknya. (Pasal
11 ayat 1).

13. Ketentuan Pelaksanaan mewajibkan Para Pihak termohon untuk
memberitahukan kepada pihak pemohon mengenai keinginannya
dalam hal pelaksanaan rekomendasi dan pengaturan dari mahkamah
arbitrase. (Pasal 12 ayat 1).

14. Mengatur mengenai kompensasi dan penangguhan konsesi atau
manfaat yang merupakan kebijakan-kebijakan sementara yang
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tersedia dalam hal bahwa rekomendasi-rekomendasi dan pengaturan-
pengaturan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu yang wajar.
Namun demikian, tidak ada kompensasi maupun penangguhan
konsesi atau manfaat yang disukai untuk pelaksanaan sepenuhnya
atau suatu rekomendasi yang membawa suatu kebijakan untuk
disesuaikan dengan Persetujuan Kerangka Kerja. Kompensasi bersifat
sukarela dan, apabila diberikan, wajib konsisten dengan Persetujuan
Kerangka Kerja. (Pasal 13 ayat 1).

15. Bahasa resmi yang digunakan selama proses hukum dalam
Persetujuan DSM ini wajib dilakukan dalam bahasa inggris (Pasal 14
ayat 1).

16. Pengaturan mengenai biaya-biaya oleh masing-masing pihak yang
bersengketa wajib menanggung biaya arbiter yang ditunjuk dan biaya
sendiri dan biaya hukum (Pasal 15 ayat 1).

17. Pengaturan mengenai perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam
Persetujuan ini dapat dimodifikasi melalui perubahan-perubahan
yang disepakati bersama secara tertulis oleh Para Pihak (Pasal 16).

18. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib menyimpan dan menyampaikan
salinan naskah asli Persetujuan DSM ini kepada setiap Negara
Anggota ASEAN (Pasal 17).

19. Ketentuan mengenai pemberlakuan dimana Persetujuan ini wajib
mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005. Para Pihak wajib untuk
menyelesaikan prosedur internalnya untuk berlakunya Persetujuan
ini sebelum tanggal 1 Januari 2005. Apabila suatu Pihak tidak
mampu menyelesaikan prosedur internalnya untuk berlakunya
Persetujuan ini pada tanggal 1 Januari 2005, hak dan kewajiban dari
Pihak tersebut berdasarkan Persetujuan ini wajib dimulai pada
tanggal penyelesaian prosedur internalnya dimaksud. Suatu Pihak
sejak penyelesaian prosedur internalnya untuk berlakunya
Persetujuan ini wajib memberitahukan kepada para Pihak lainnya
secara tertulis. (Pasal 18).
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BAB II

KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN

A. KEUNTUNGAN

Pengesahan Persetujuan DSM dimaksud akan menguntungkan Pihak
Indonesia, antara lain:

1. Adanya dasar hukum dalam pelaksanaan persetujuan mekanisme
penyelesaian sengketa terutama atas kebutuhan untuk memperdalam
hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya
dan juga dengan RRT pada Persetujuan Kerangka Kerja mengenai
Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara ASEAN dan RRT;

2. Tercapainya kepastian dan keadilan bagi Para pemangku kepentingan
khususnya bagi Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di
bawah kerangka kerja sama ASEAN-RRT;

3. Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha asing untuk bekerja
sama dengan Pihak Indonesia.

4. Adanya pedoman hukum yang seragam terkait pelaksanaan
Persetujuan DSM antara ASEAN dan RRT, khususnya bagi para
pelaku usaha Indonesia.

B. KONSEKUENSI

Pengesahan Persetujuan DSM juga memberikan konsekuensi bagi
Indonesia, antara lain:

1. Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha dan instansi
teknis terkait;

2. Perlunya menyelaraskan peraturan-peraturan teknis di bidang
perdagangan dan investasi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
dalam Persetujuan DSM;

3. Perlunya menyiapkan pedoman teknis mengenai pelaksanaan
ketentuan Persetujuan DSM.

C. URGENSI PENGESAHAN

1. Landasan Filosofis

Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan rasa
keadilan dan kesetaraan di dalam kerangka kerja sama ASEAN dan RRT,
khususnya bagi para pelaku usaha di kawasan maka perlu disusun suatu
norma yang dapat melindungi kepentingan diantara pelaku usaha untuk
menjamin kepastian, keadilan, dan manfaat dalam kerja sama yang
dilakukan Pemerintah oleh Negara Mitra Persetujuan Perdagangan Bebas
(FTA).
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Mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Indonesia dalam
kerangka ASEAN-China FTA dimaksudkan sebagai bentuk fasilitasi dan
mekanisme penyelesaian yang bersifat menguntungkan para Pihak serta
mewadahi kepentingan-kepentingan para pelaku usaha yang melakukan
aktivitas ekonominya dikawasan tersebut.

Untuk itu, Indonesia sepakat untuk menerima pengaturan mengenai
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Persetujuan DSM tersebut dengan
tetap mengamankan kepentingan nasional secara keseluruhan dan
khususnya bagi para pelaku usaha Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu secara konsisten
menjalankan dan menyusun pedoman teknis dalam melaksanakan
Persetujuan DSM berdasarkan ketentuan nasional yang disesuaikan
dengan ketentuan-ketentuan internasional lainnya.

2. Landasan Sosiologis

Kerja sama antara ASEAN dengan RRT dalam Persetujuan DSM
diharapkan dapat mendorong kepastian hukum yang dapat meningkatkan
nilai perdagangan barang dan jasa serta investasi langsung dari ASEAN
dan RRT serta diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan para
pelaku usaha Indonesia untuk mengakses pasar RRT. Dengan adanya
kepercayaan dan kepastian hukum tersebut akan membuka peluang akses
pasar yang lebih luas bagi Negara-negara Anggota ASEAN dan RRT, Dan
bila terjadi sengketa antara para Pihak, maka tercipta suatu pedoman
hukum yang seragam antara ASEAN dan RRT.

3. Landasan Yuridis

Pengesahan Persetujuan DSM dilandasi oleh peraturan perundang-
undangan nasional antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4012);

b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

c. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan
Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation
Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People’s
Republic Of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama
Ekonomi Menyeluruh Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat
China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50).
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BAB III

KAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DENGAN
PERSETUJUAN DSM

Peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan Persetujuan
DSM ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian
Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai
Penanaman Modal (Convention on the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of other States);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Marrakesh
Agreement on Establishing the World Trade Organization (Persetujuan
Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar Negeri;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1997
tentang Pengesahan Protocol on Dispute Settlement Mechanism
(Protokol Mekanisme Penyelesaian Sengketa).

B. HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah dipelajari, muatan Persetujuan DSM ini tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, masih
diperlukan penyusunan pedoman teknis untuk melaksanakan secara
efektif Persetujuan DSM dimaksud.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Para Menteri Perdagangan Negara-negara Anggota ASEAN dan RRT telah
menandatangani Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the
Framework Agreement between the Association of Southeast Asian Nations
and the People’s Republic of China (Persetujuan tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai
Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia
Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok) selanjutnya disebut sebagai
“Persetujuan DSM”, yang ditandatangani di Vientiane, Laos, tanggal 29
November 2004.

Dengan ditandatanganinya Persetujuan DSM tersebut, maka akan
menguntungkan Pihak Indonesia, antara lain: (i) Adanya dasar hukum
dalam pelaksanaan persetujuan mekanisme penyelesaian sengketa
terutama atas kebutuhan untuk memperdalam hubungan ekonomi
Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya dan juga dengan China
pada Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi
Menyeluruh antara ASEAN dan China; (ii) Tercapainya kepastian dan
keadilan bagi Para pemangku kepentingan khususnya bagi para pelaku
usaha dalam menjalankan usahanya di bawah kerangka kerja sama
ASEAN-China; (iii) Meningkatnya kepercayaan para pelaku usaha asing
untuk bekerja sama dengan Pihak Indonesia; dan (iv) Adanya pedoman
hukum yang seragam terkait pelaksanaan Persetujuan DSM antara ASEAN
dan China, khususnya bagi para pelaku usaha Indonesia.

Untuk itu terdapat beberapa konsekuensi bagi Indonesia yang perlu
dipahami, antara lain: (i) Perlunya dilakukan sosialisasi bagi para pelaku
usaha dan instansi teknis terkait; (ii) Perlunya menyelaraskan peraturan-
peraturan teknis di bidang perdagangan dan investasi dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku dalam Persetujuan DSM; dan (iii) Perlunya
menyiapkan pedoman teknis mengenai pelaksanaan ketentuan
Persetujuan DSM.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat muatan Persetujuan DSM
memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Perjanjian Internasional dan
berdasarkan Pasal 22 Persetujuan, Pemerintah Indonesia perlu segera
mengesahkan “Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the
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Framework Agreement between the Association of Southeast Asian Nations
and the People’s Republic of China (Persetujuan tentang Mekanisme
Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai
Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia
Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok)” dengan Peraturan Presiden.
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